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ISU GLOBAL KESELAMATAN JALAN

= DI dunia setiap tahun sekitar 1 juta orang meninggal
dan lebih 50 juta orang luka karena kecelakaan lalu
lintas jalan;

m /5% diantaranya terjadi di negara-negara
berkembang;

m Kerugian ekonomi berkisar US $ 500 milyar untuk
negara-negara berkembang dan transisi;

m Sharing kerugian ekonomi diperkirakan sekitar 2% -
4% dari GDP.

m Pada tahun 2020 diperkirakan akan menjadi
penyebab utama kematian setelah kanker dan stroke

m Tema WHO 2004: ““Road Safety is No Accident”




Lalu Bagaimana Kondisi Keselamatan Transportasi kita ?




KONDISI SAAT INI

Permasalahan Operasional :

—4—Jumlah Kecelakaan

*Tingginya korban mati ( 30.000 org /
th,)  luka berat 450.000, luka ringan 2.
100.000).
sFaktor penyebab utama manusia
(90%),kend (7 %), Jalan (3 %);
Seiring dengan peningkatan jumlah
kendaraan, angka kejadian kecelakaan pade
tahun 2004 mengalami peningkatan
sebesar 32,4%
*Merupakan peningkatan tertinggi  selama
30 tahun terakhir

—B-Jumlah Kecelakaan

—i—Jumlgh Kenderan (1,000)

1997 196 199 2000 200 A2 2008 2004

Tahun




BERAPA KERUGIAN NASIONAL ?

(PERKIRAAN)

Keparahan Jumlah Korban Biaya Total (juta Rp)

Fatal 30.464 9.972.037
Serius 450.000 9.614.672

Ringan 2.100.000 12.772.448

PDO 13.515.000 9.036.899

(Property Damage Only)

1.421.000.000

Sumber :Pustral UGM Tahun 2002




KONDISI SAAT INI:

m Permasalahan
Teknikal:

= Rendahnya kualitas
prasarana jalan dan
jembatan;

= Kurangnya fasilitas
perlengkapan jalan;

= Kelaikan sarana yang masih
sangat kurang.

Akibat :

Meningkatnya resiko
terjadinya kecelakaan



m Permasalahan Sosial :

= Rendahnya kesadaran dan
kepedulaian dan pengetahuan
masyarakat terhadap faktor
keselamatan;

= Perilaku egois masyarakat

= Rendahnya kemampuan ekonomi

Akibat :

Rendahnya disiplin dalam berlalu
lintas;



KONDISI SAAT INI

B Permasalahan Institusional :

L emahnya peraturan perundang-undangan
Kurangnya dukungan kelembagaan;

Kurangnya dukungan pendanaan dalam keselamatan;
Kurangnya penegakan hukum

Belum terbangunnya Siatem Informasi Keselamatan

Kurangnya Koordinasi antara instansi terkait.

Akibat :

= Program keselamatan dilaksanakan secara sektoral dan
sporadis;

= Program tidak berdampak efektif;

m Pelanggaran lalu lintas menjadi hal yang biasa;

m Data yang ada tidak mewakili keadaan yang sebenarnya;




KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan Fundamental

S )

Peletakan Dasar Hukum
Peningkatan koordinasi antar instansi
Penyempurnaan data & informasi
Pengembangan SDM

Pendanaan yang berkelanjutan

Strategi Fundamental :

G es Gl N

Evaluasi & penyempurnaan dasar hukum

Dukungan politis pembentukan DKTJ
Komitmen dan peran instansi terlibat

Komitmen antar instansi terlibat

Peningkatan kualitas dan integritas (capacity building)
Mobilisasi potensi sumber pendanaan




TUJUAN/SASARAN

Turunnya tingkat kecelakaan (accident rate )

Turunnya tingkat fatalitas kecelakaan
(fatality rate )

Meningkatnya korban selamat pada setiap
terjadi kecelakaan ( safety live rate )




PROGRAM PRIORITAS

Revisi UU 14 ¢

Pembentukan
Jalan (DKTJ)

an Penyilapan PP
Dewan Keselamatan Transportasi

ousat dan daerah

Penggalian Sumber-sumber Pendanaan
Revisi dan pen

Pembangunan
(SIK)

Pendidikan dan pelatihan, penghargaan dan
sanksi

etapan cetak biru
Sistem Informasi Keselamatan




1.

REVISI UU NO 14 DAN
PENYIAPAN PP

Pasal 86 a

Untuk mewujudkan keselamatan transportasi
jalan, pemerintah wajib menyelenggarakan
manajemen keselamatan transportasi jalan;

Penyelenggaraan manajemen transportasi
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tujuan untuk menjegah
terjadinya kecelakaan dan mengurangi risiko
yang ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan




REVISI UU NO 14 DAN
PENYIAPAN PP

Pasal 86 b:

1, Untuk menyelenggarakan manejemen keselamatan jalan
sebagaimana diatur dalam pasal 86 a ayat (1) dibentuk;

a. Dewan Keselamatan Jalan Nasional
dengan Peraturan Presiden;

b. Dewan Keselamatan Jalan Provinsi dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

c. Dewan Keselamatan Jalan Kabupaten/Kota
dengan Peraturan daerah Kabupaten/Kota




MENGAPA PERLU DIBENTUK UNIT PENELITIAN
KECELAKAAN /DEWAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN (DKTJ) ?

= Pembentukanya diusulkan dalam Pasal 87 revisi
UU No 14 Tahun 1992;

m Sebagal lembaga untuk mengkoordinasikan
penanganan keselamatan jalan lintas sektoral,

m Beberapa negara di kawasan Asia-Pasific sudah
memiliki DKJN seperti Australia, Fiji, Jepang,
Republik Korea, New Zaeland dan USA,;

m Keberadaan DKJN pada negara-negara dimaksud
telah memperlihatkan koordinasi yang efektif.




Revisi UU No. 14 Tahun 1992

m Pasal 87:

(1) Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan korban meningal dunia, ditindaklanjuti
dengan penelitian kecelakaan lalu lintas oleh Unit Penelitian
Kecelakaan Lalu Lintas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
setelah kejadian;

(2) Unit Penelitian Kecelakaan Lalu lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur
Kepolisian Negara RI, Instansi yang bertanggung jawab
membina lalu lintas dan angkutan jalan, instansi yang
bertanggung jawab membina jalan dan pihak asuransi.




PRASYARAT PEMBENTUKAN
DKTJ DAN UPK

Komitment Politik

Perumusan Konsep

Dukungan Sarana dan Prasarana
Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM);
Dukungan Pembiayaan

Pelaksanaan Proyek Percontohan ( Pilot
Project)

S A




KOMITMENT POLITIK

Pemerintah Pusat:

Komitmen lintas sektoral antara instansi terkait
nidang keselamatan jalan telah ditandanganinya
Kesepakatan bersama oleh 4 Menteri + 1 Kapolri
yang disaksikan Menko Kesra pada tanggal 7 April
Tahun 2004 bersamaam dengan peringatan Hari
Kesehatan Sedunia yang pada tahun tersebut

mengambil tema “ Road Safety I1s No
Accident”




KESEPAKATAN 4 MENTERI DAN
KAPOLRI PADA TANGGAL 7 APRIL 2004

HKESEPAKATAN BERSAIINMA

Dalam rangka peringatanmn Hari Hesehatanmn Scdunia ke-56 tahunmn 2004 dengan
Safery s MNo Accocicdernt telah dilakukan suaatu “Panel Diskkusi~
“eselamatamn ofi jalan buakan swuatir Kebeterlfam™.
Dari hasil diskusi telah disepakz:ti untuk dilakukan tindak anjut kerfasama lintas sektor untuk
mengupayakan peningkatan keselamatan di jalan, yang meaeliputis

1. Pendidikanmn masyarakat tentang tata tertib berlalu lintas sejak usia dini.

=2 Ketersediaan informasi masyvarakat tentang lalu lintas jalan.

= Peraturam perundang-undangan lalu lintas danmn penegakan hukurm.

<% Persyaratan prasarana jalan.

5. Persyaratan fasilitas dan perlengkapan jalan.

(SN Persyaratan fasilitas kegawatdaruratan jalan.

BF . sed Pendanmnaan keselamatan di jalanmn.

Kesepakatanm tersebut divwujudkan dalam bentuk Menindaklanjuti “Remncanna Akksi Keselarmatan
Di Jafarm’, vang telah disusun.

tema global “Roaoa
membahas tema mnasional
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Pemerintah Daerah

m Komitment dart Pemerintah Daerah telah
dimulal di beberapa daerah yaitu Lampung,

Jawa Tengah dan Jawa Timur, inl sehubungan
dengan telan dibentuknya Unit Penelitian
Kecelakaan Daerah yang didanai oleh
anggaran masing-masing daerah.




BEBERAPA CONTOH DEWAN KESELAMATAN

TRANSPORTASI JALAN (DKTJ)
DI BEBERAPA NEGARA

m Australia (Negara Bagian Victoria)

= Ditangani dua pejabat setingkat menteri
(Transportasi & Polisi) yang merupakan perwakilan

dari beberapa menteri yang bertanggung jawab
dalam peingkatan keselamatan jalan;

= Telah berhasil menurunkan jumlah kecelakaan lalu
lintas secara signifikan di awal tahun 1990-an

= Sumber pendanan dari Asuransi dan sumber-sumber
lainnya.




DEWAN KESELAMATAN JALAN
(DKTJ) DI FIJI

= Semua sektor publik dan swasta terwakili dalam
DKJN;

= Dana berasal dari wajib pajak atas premi asuransi
Kend, sponsor komersil, dan hibah pemerintah
dengan proporsi, 60 %, 30 % dan 10 %;

= Pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah tanggung
Jawab seorang Direktur Eksekutif





DEWAN KESELAMATAN JALAN
NASIONAL (DKJN) DI JEPANG

= Diketual oleh Perdana Menteri dengan semua
menteri kuncl sebagal anggota;

= Terdapat dewan yang lebih rendah yang diketual
menteri atau pejabat senior;

= Disamping dewan dan sub komite, di Jepang di
bawah koordinator Kantor Perdana Menteri
dibentuk Kantor Kebijakan Keselamatan Jalan
dengan staf yang berasal dari multi disiplin yang
bertugas untuk mengkoordinir, mempromosikan
dan mengawasi keselamatan dan program
keselamatan jalan.




DEWAN KESELAMATAN JALAN
NASIONAL (DKJN) DI THAILAND

= Komite Nasional Keselamatan Jalan didirikan oleh
kantor Perdana Menteri Thailand yang melakukan
evaluasi dan tindakan-tindakan untuk perbaikan:
1. Kondisi kendaraan dan jalan yang buruk,

2. Perilaku pengemudi yang tidak aman (kurang trampil atau
pengaruh alkohol/obat-obatan).

3. Mixed traffic: kendaraan besar (truk, bis) dengan proporsi
besar bercampur dengan motor dan mobil

4. Promosi ke publik melalui media massa

5. Mengoptimalkan pendekatan tiga sektor (swasta-
pemerintah-publik);

6. Menciptakan lingkungan ‘kepemilikan’ diantara para mitra
7. Pengembangan program-program TRSP




DEWAN KESELAMATAN JALAN
(DKTJ) DI USA

= Dikenal dengan instilah Integrated Safety
Management System (ISMS);

= Diketuai oleh seorang Top Management yang
disebut dengan Safety Program Leadership (SPL);

= SPL dapat mewakili dari Dep. Transportasi, Dinas
Keselamatan Jalan State, Hukum, Kesehatan,
Penerbit SIM, Pengujian KB, Pendidikan,
Bappeda, Perdagangan dan Perindustrian dil.




DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
JALAN NASIONAL (DKTJN)

m Bentuk institusi yang menjadi wadah pemangku
kepentingan (stake holders) dalam upaya
mewujudkan keselamatan transportasi jalan yang
lebih efektif;

= DKTJN dipimpin langsung oleh Presiden/Wakil
Presiden dengan keanggotaan:

1. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Dalam Negeri;
2. Kapolri; 8. Jaksa Agung;
3. Menteri PU; 9. Ketua Mahkamah Agung;
4. Menteri Keuangan; 10. Ketua Komisi V
5. Menteri Kesehatan; 11. Direktur PT. Jasa Raharja
6. Menteri Pendidikan 12. Ketua Asosiasi

Nasional;

13. Dl




DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
JALAN NASIONAL (DKTJN)

m Sebagal dewan untuk mengkoordinasikan
nelaksanaan kegiatan keselamatan jalan pada
neberapa Instansi terkait seningga kegiatan-
Keglatan yang dilakukan dapat berjalan secara
efektif serta dapat memberikan dampak kepada
masyarakat.




DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
JALAN NASIONAL (DKTJN)

s Dalam melaksanakan tugasnya DKTJN
dibantu oleh sebuah sekretariat dewan yang
bertugas untuk:

= Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan
cetak biru yang dibahas dalam sidang dewan;

= Menyusun agenda dan program kerja dewan;

= Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program
keselamatan baik yang dilakukan oleh masing-
masing Instansi atau oleh dewan sendiri.




(DRAFT)
SKEMA KELEMBAGAAN DKTJN

PRESIDEN
GRSP o GRSP € , DewanKeselamatan |
NEIESE] Indonesia Nasional '

_________________

Sekretaris Dewan

; ] ] ] ] T

- Asosiasi ) Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen POLRI -LSM
- Pengusaha Perhubungan Keuangan Kesehatan Pendidikan Pek. Umum - Perguruan
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) Asuransi Asuransi 4
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Masyarakat
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KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DEWAN

SEKRETARIS DEWAN

SEKRETARIS BENDAHARA
DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI
PERENCANAAN PEMASARAN PENGAWASAN OPERASIONAL | pENGADAAN LITBANG PROMOSI
PERALATAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
OPERASIONAL PEMASARAN PENGAWASAN PRODUKSI PENGADAAN LITBANG PROMOSI
PERALATAN




Dukungan Pembiayaan

m Sumber-Sumber pendanaan untuk membiayai
kegiatan dalam UPK berasal darti;

a. APBN;

b. APBD;

c. Loan/Grant;

d. Sebagian dana dari SWDKLLJ
e. Sponsorship;

f. DI




SUMBER - SUMBER PENDANAAN

Sumber —Sumber Pendanaan Keselamatan
Jalan di Luar Negeri:

Peningkatan pendanaan dari anggaran pemerintah
(pembangunan dan rutin);

Pemanfaatan dana dari sektor swasta melalui

Kerjasama dalam rangka peningkatan keselamatan
Jalan (Kemitraan dan Parnership)

Pemanfaatan dana dari Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Mis: Fiji

Dewan Keselamatan Jalan didanail 80 % dari dana
Asuransil,




PENANGANAN
LOKASI BANYAK

KECELAKAN




SASARAN

Upaya penanggulangan kecelakaan melalui
pendekatan ini dilakukan dengan sasaran agar
peluang terjadinya kecelakaan dapat dikurangi
dengan biaya minimum, yang dilakukan
dengan tindakan manajemen dan rekayasa lalu

lintas pada daerah-daerah yang rawan/banyak
terjadi kecelakaan.




PENDEKATAN

Penangoulangan kecelakaan lalu lintas melalu1
perbaikan sistem, sesuai ketentuan-ketentuan
tersebut, pada akekatnya bertumpu pada
manajemen dan rekayasa lalu lintas. Namun
demikian didalam penerapannya perlu didukung

dengan upaya penyuluhan atau penyebar luasan
informasi, dan penegakan hukum.




TAH

APANT P

ANANGANAN

LOKASI BANYAK KECELAKAAN

m Identifikasi, adalah untuk menentukan lokasi-
lokasi yang dianggap rawan terhadap kecelakaan
untuk dilakukan penelitian lebith mendalam.




LANGKAH-LANGKAH
TAHAP I

m Langkah 1 laporan kecelakaan lalu lintas dibuat oleh
POLRI, termasuk laporan pelengkap dibuat oleh
petugas pembina LILA] dan pembina jalan, kemudian
dilakukan onventarisasi temapat-tempat yang diangeap
rawan kecelakaan dan ditampilkan secara geografis.

m Langkah 2 adalah melakukan seleksi awal terhadap
tempat-tempat kecelakaan yang telah iventarisir, dengan
maksud agar dapat dipilih lokasi-lokasi rawan
kecelakaan yang perlu diteliti lebih lanjut;




LANGKAH-LANGKAH

TAL

{AP I

m Langkah 3 pilihan lokasi awal yang dihasilkan
pada Langkah 2; kemudian dilakukan pnelitian

awal terhadap lokasi dimaksud;

m Langkah 4 kemudian disusun dafrar urut rawan

kecelakaan, untuk diusulkan agar dilakukan

penelitian lebih mendalam;




TAH

AP IT P]

ANANGANAN

LOKAS]

 BANYAK KECELAKAAN

m Diagnosa, adalah untuk mengetahui lebih

mendalam faktor-faktor penyebab kecelakaan

serta hubungan dan interaksi berbagai faktor

penyebabnya.




LANGKAH-LANGKAH

TAFL

{AP 11

m Langkah 5 Berdasarkan yang dilakukan dari langkah 4,
kemudian dilakukan pengumpulan dan fakta lokasi-

lokasi dimaksud unuk melengkapi data laporan

kecelakaan lalu lintas.

m Langkah 6 langkah berikutnya adalah analisis, untuk
menghasilkan informasi mengenai pola kecelakaan lalu
lintas, faktor-faktor penyebab, serta dampak yang
ditimbulkan.




LANGKAH-LANGKAH
TAHAP II

m Langkah 7 Informasi yang dihasilkan dari
analisis pada langkah 6, masih dinggap tidak
cukup , karena masih diperlukan informasi leth
lanjut mengenai bagaimana kecenderungan
prilaku dan reaksi pemakai jalan pada lokasi-
lokasi dimaksud sesuai dengan keadaan

medannya masing-masing.




TAHAP III PENANGANAN
LOKASI BANYAK KECELAKAAN

m Seleksi Upaya Penanggoulangan, adalah memilih
berbagai upaya yang diangeap tepat untuk
mengatasi pada setiap lokast serta menyusun
daftar urut prioritas loakasi-lokast serta

melakukan upaya penanganan segera.




LANGKAH-LANGKAH
TAHAP II1

m Langkah 8 Mengumpulkan paket-paket penanggulangan
kecelakaan yang pernah dilakukan pada lokasi lain, meciptakan
apabila belum pernah dilakukan, dan terakhir melakukan pilihan
terhadap paket-paket yang cocok untuk diterapkan pada lokasi-
lokasi dimaksud.

m Langkah 9 Selanjutnya setelah pilihan-pilihan upaya
pengeulangan pada setiap lokasi telah dilakukan, seleksi terhadap
lokasi-lokasi yang perlu mendapat penanganan segera atau
prioritas lain berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi.




TAH

AP IV P]

ANANGANAN

LOKASI BANYAK KECELAKAAN

m Implementasi, adalah adalah melakukan
implementast penanggulangan kecelakaan pada

lokasi-lokasi sesuat dengan prioritasnya.




TAHAP V PENANGANAN
LOKASI BANYAK KECELAKAAN

m FEvaluasi dilakukan agar diketahui seberapa jauh upaya
penanggulangi kecelakaan dapat memenuhi harapan
yang diinginkan dan apabila tidak sesuai dengan
harapan dapat pula diketahui apa sebabnya. Dengan
mengetahui hal-hal tersebut diatas maka dapat
dilakukan penyempurnaan terhadap upaya dimaksud
baik untuk laokasi yang bersangkutan maupun lakasi

lain yang serupa




LANGKAH-LANGKAH
TAHAP V

m Langkah 10 Melakukan pemantauan terhadap pemakai jalan
terhadap pebatkan sistem yang pada lokasi-lokasi yang dipilih;

m Langkah 11 Dari hasil pemantauan dari langkah 10, kemudian
dilakukan evaluasi bagaimana pengaruh perbaikan sistem dann
interaksinya dengan perilaku pemakai jalan hubungannya dengan
kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada lokasi dimaksud.

m Langkah 12 [Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis
biaya dan manfaat terhadap paket upaya penangulangan secara
keseluruhan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan
keputusan yang akan datang.




Pelaksanaan Pilot Projet
Pembentukan UPK

= Dalam rangka pembentukan UPK di daerah
dilaksanakan melalui proyek percontohan yang
didanai olen World Bank (Sumbagut, Aceh, Sumut,
Sumbar dan Riau) dan ADB (Sumbagsel: Jambi,
Sumsel, Bengkulu dan Lampung);

= Ruang lingkup proyek percontohan ini yaitu
pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana;

m Bagl daerah-daerah yang secara finansial memerlukan
bantuan, akan dibantu melalui proyek perintis
pembentukan Unit Penelitian Kecelakaan.




UPK SEBAGAI EMBRIO (CIKAL BAKAL)
DEWAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN

s UPK yang telah terbentuk di daerah nantinya
diharapkan sebagal Embrio Dewan

Keselamatan Jalan (DKTJ) yang akan dibentuk
naik di tingkat pusat maupun daerah;

m Pembentukan DKTJ sebagal tindak lanjut dari
nelaksanaan UU No 14 yang sedang direvisi;
s DKTJ sebagal wadah untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
keselamatan jalan oleh seluruh instansi terkait.




Dukungan Sumber Daya Manusia
(SDM)

m Peersonil dalam UPK berasal dari Dinas
Perhubungan, Kepolisian, Dinas PU, Bappeda
(Sekda) dan Asuransi;

= Diharapkan para personil nantinya sudah
memiliki pengetahuan yang baik tentang
manajemen dan rekayasa lalu lintas,
keselamatan jalan, analisis data kecelakaan
pengetahuan tentang Sistem Informasi
Kecelakaan Lalu Lintas




UNIT PENELITAIN KECELAKAAN
(UPK)

m Sudah terbentuk di beberapa daerah yaitu :
= Pusat ( SK. 267/HK.601/DRJD/2002 tanggal 4 April 2002)

= Jawa Tengah ( SK Gubernur Jateng No. 370.05/48/2005
tanggal 22 Oktober 2005);

= Jawa Timur ( SK Gubernur Jatim No.
188/207/KPTS/013/2005 tanggal 4 Agustus 2005

= Lampung (Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Lampung
No. 800.05 808 111.01.2002 tanggal 21 Juni 2002)

s Keanggotaan terdiri dari Dishub Provinsi, Dinas PU
Provinsi, Polda, Sekretariat Daerah (Sekda), Jasa Raharja
dan instansi terkait lainnya;

= Pelaksanaannya didanal oleh APBN dan APBD.




UNIT PENELITIAN KECELAKAAN (UPK)

m Terdiri dari Unit Investigasi Kecelakaan (UIK)
dan Unit Analisis Kecelakaan (UAK);

= Unit Investigasi Kecelakaan (UIK) bertugas
untuk mengadakan penelitian terhadap faktor-
faktor terjadinya kecelakaan;

= Unit Analisis Kecelakaan bertugas untuk
mengadakan analisis terhadap data kecelakaan
yang dihasilakn oleh UIK




Beberapa Fungsi
Unit Investigasi Kecelakaan (UIK)

m Melakukan penelitian kecelakaan fatal atau
kecelakaan yang mengkibatkan korban meninggal
dunia atau luka berat;

= Membuat laporan hasil penelitian dan usulan
rekomendasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan
yang sama;

= Merekomendasikan kriteria untuk kualifikasi sebagal
lokasi rawan kecelakaan dan lokasi banyak kecelakaan

= Memonitor lokasi rawan/banyak kecelakaan dalam
Jangka tertentu untuk memonitor tindakan yang telah
dilakukan

x DIl




Beberapa Fungsi
Unit Analisis Kecelakaan (UAK)

m Membentuk dan memelihara database
kecelakaan lalu lintas tingkat provinsi;

m Menganalisis data dalam database;

s Membuat desain pendahuluan, perkiraan biaya
dan manfaat yang diharapkan dari tindakan
penanganan ;

= Menerbitkan gambaran umum statistik data
kecelakan provinsi setiap tahun;

= DIl




PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
YANG DIBUTUHKAN UPK

1. Peralatan Survay; 3. Peralatan Lainnya;
a. Automatic Traffic Counter; a. Kendaraan;
b. Hand Tallyboards; b. Komputer;
c. Radar Pengukur c. Kamera Digital
Kecepatan; d. DIl

d. Video Kamera

2. Peralatan Survay Lokasl;
a. Roda Pengukur Jarak;
b. Kompas Lapangan;
c. Alat Pengukur Friksi




Terima kasih, mohon masukan
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